
"KPU menerima kunjung-

an audiensi. Suratnya kan

perihal itu, pemberitahuan

yang disampaikan DPP PPP

kepada kami adalah audien-

si. Masa audiensi ditolak?"

kata Idham.

Soal perbaikan dokumen

pendaftaran partai politik, ia

mengatakan proses itu tetap

dilakukan melalui Sistem In-

formasi Partai Politik (Sipol)

KPU, yang aksesnya akan

dibuka saat tahap perbaikan

syarat administrasi yakni mu-

lai Kamis (15/9).

Dalam tahapan perbaikan,

partai politik akan mengung-

gah data perbaikan doku-

men pendaftaran yang harus

dipenuhi.

Sementara itu, Menteri

Perencanaan Pembangun-

an Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangun-

an Nasional (Bappenas)

Suharso Monoarfa, kemarin

menemui Presiden Jokowi

untuk membicarakan soal

Ibu Kota Nusantara (IKN)

dan persoalan kepemimpin-

an di PPP. "Bicara soal

banyak hal," kata Suharso di

lingkungan Istana Kepre-

sidenan.

Namun ia tidak menjelas-

kan lebih lanjut terkait per-

soalan kepemimpinan PPP

saat ini. "Nantilah kita sele-

saikan baik-baik," ungkap

Suharso singkat.

Pada 9 September 2022

lalu, Kemenkumham telah

mengesahkan Muhammad

Mardiono sebagai Plt Ketum

PPP masa bakti 2020-2025.

"Nanti saja, saya selesaikan

baik-baik," tambah Suharso

lalu masuk ke mobil.

Dalam petikan surat kepu-

tusan Menkumham itu me-

nyatakan H Muhammad

Mardiono sebagai Plt Ketua

Umum DPP PPP berke-

dudukan di Kantor PPP Jal-

an Diponegoro No 60

Jakarta Pusat.

Mukernas PPP yang di-

hadiri ketua dan sekretaris

dari 27 DPW PPP se-Indo-

nesia dan digelar di Serang

Banten Minggu (4/9) memu-

tuskan untuk memberhen-

tikan Suharso Monoarfa se-

bagai Ketua Umum dan di-

gantikan Muhammad Mard-

iono. Pergantian Ketua

Umum PPP merupakan bun-

tut dari pernyataan Suharso

Monoarfa mengenai isu am-

plop kiai yang diutarakannya

dalam acara pembekalan

kader PPP oleh KPK perten-

gahan Agustus lalu. Mardio-

no saat ini diketahui menja-

bat sebagai anggota Dewan

Pertimbangan Presiden

(Wantimpres).     (Ant/Obi)-d

JAKARTA (KR) - KlikDokter mengajak

masyarakat untuk tetap aktif berolahraga

dengan mengikuti event 'KlikDokter Run

Fest' di Yogyakarta,  Minggu (30/10) 2022.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pe-

serta mengenal beragam napak tilas yang

bersangkutan dengan sejarah maupun ke-

sehatan. 

Dalam konferensi pers Run Fest Half

Marathon di Jakarta, kemarin yang dihadiri

sejumlah komunitas lari Jabodetabek dan

beberapa narasumber yaitu Plt Direktur

Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf

Dedi Kurnia, Ketua Perhimpunan Kedok-

teran Wisata Kesehatan Indonesia dr Mukti

Eka Rahadian MARS MPH, VP of

Marketing KlikDokter Mia Argianti serta

Race Director KlikDokter RunFest Satrio

Guardian menyatakan, lebih kurang 2.000

pelari akan ikut memeriahkan KlikDokter

Run Fest tahun ini. 

Di event yang pertama ini, KlikDokter

Run Fest langsung menghadirkan kategori

Half Marathon atau 21K, yang kemudian di-

lanjut kategori 10K & 5K. Hal yang menarik,

pada kategori 5K Walk dapat diikuti individu

maupun keluarga dengan details 1 pen-

damping 1 anak, 2 pendamping 1 anak dan

2 pendamping 2 anak. 

Pendaftaran ditutup hingga  30 Sep-

tember 2022B. Informasi terkait pendaf-

taran dapat dilihat melalui official website

KlikDokter www.klikdokterrunfest.com 

Dalam paparannya, dr Mukti berharap

event ini dapat menjadi annual event pada

tahun-tahun selanjutnya. 

Sementara  Mia Argianti mengatakan,

KlikDokter berharap dengan adanya Run

Fest Half Marathon ini bisa membuka ke-

sempatan kolaborasi antara berbagai pihak

untuk turut serta menyukseskan wisata ke-

sehatan di Indonesia.

"Rangkaian acara ini tidak akan berhen-

ti di tahun ini, di tahun yang akan men-

datang harapannya akan ada lokasi-lokasi

baru untuk memajukan pariwisata," tutur

Mia.

Melalui kegiatan ini, KlikDokter selaku

penyelenggara mengharapkan dukungan

segenap masyarakat Indonesia demi ke-

lancaran dan kesuksesan KlikDokter Run

Fest Half Marathon.                            (Obi)-d
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"Saya minta gubernur, bupati dan wa-

likota agar daerah bersama Pemerintah

Pusat bekerja bersama seperti saat kita

bekerja secara serentak dalam meng-

atasi Covid-19. Saya yakin bisa kita

lakukan, sehingga inflasi di tahun ini kita

harapkan bisa dikendalikan di bawah 5

persen," kata Presiden Joko Widodo di

Istana Negara Jakarta, Senin (12/9).

Presiden Jokowi menyampaikan hal

tersebut dalam Rapat Pembahasan

"Pengendalian Inflasi dengan Seluruh

Kepala Daerah" yang dilakukan secara

hybrid yang juga dihadiri Wakil Presiden

Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Airlangga Hartarto,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,

Menteri Sekretaris Negara Pratikno,

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan

sejumlah kepada daerah. "Saya melihat

dampak terhadap inflasi diperkirakan

nanti akan tambah 1,8 persen dan ini

yang kita tidak mau," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut Menteri

Keuangan dan Menteri Dalam Negeri su-

dah mengeluarkan surat edaran untuk

mengalokasikan APBD agar dapat mena-

han laju inflasi. "Di situ disampaikan bah-

wa 2 persen dari Dana Transfer Umum

artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemu-

dian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen

bisa digunakan untuk subsidi untuk

menyelesaikan akibat penyesuaian harga

BBM," tambah Presiden.

Kementerian Keuangan baru saja

menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 ten-

tang Belanja Wajib Dalam Rangka

Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah

(pemda) untuk menyalurkan 2 persen

dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk

bantuan sosial. Adapun bantuan sosial

tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku

usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), dan nelayan untuk penciptaan

lapangan kerja serta pemberian subsidi

sektor transportasi angkutan umum di da-

erah. "Dua persen, bentuknya bisa ban-

sos, terutama pada rakyat yang sangat

membutuhkan, nelayan misalnya harian

menggunakan solar, ini bisa dibantu de-

ngan mensubsidi mereka, ojek misalnya

ini juga menggunakan BBM bisa dibantu

dari subsidi ini. UMKM bisa juga dibantu

dalam pembelian bahan baku yang naik

karena kemarin ada penyesuaian harga

BBM, transportasi umum bisa dibantu ke-

naikan tarifnya berapa itu yang dibantu,

bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif

yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi,"

jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyebut dana 2

persen DTU dapat digunakan untuk be-

lanja tidak terduga.

"Misalnya terjadi kenaikan harga telur,

kenaikan harga bawang merah, dan ke-

naikan harga bawang putih. Belanja tidak

terduga ini bisa digunakan untuk mem-

bantu biaya transportasi, artinya misalnya

harga bawang merah naik, bawang mer-

ah banyak berasal dari Brebes, misalnya

ini provinsinya Lampung, maka Brebes-

Lampung berapa biaya transportasinya?

Rp3 juta, ini yang ditutup biaya trans-

portasi Rp 3 juta oleh pemda," ungkap

Presiden.

Artinya, kata Presiden, harga yang ter-

jadi harga petani di Brebes kemudian

sama dengan harga yang ada di pasar.

"Kalau itu semua daerah melakukan. kita

bisa menahan inflasi agar tidak naik," kata

Presiden.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan

untuk komoditas lain yang mengalami ke-

naikan harga, misalnya telur.

"Pemda bisa membeli kepada pro-

dusen langsung peternak ayam petelur,

misalnya pusatnya di Blitar atau di

Purwodadi atau di Bogor, bisa membeli

langsung dari peternak kemudian dikirim

ke pasar sehingga harga yang terjual di

pasar adalah harga dari peternak karena

biaya transportasinya ditanggung pemda,

pemprov, pemkot, dan pemkab. Belanja

tidak terduga itu dialihkan ke bansos

kepada yang terdampak karena adanya

penyesuaian harga BBM," kata Presiden.

(Ant)-d
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KlikDokter Gelar Run Fest Half Marathon

Gambaran sosial-ekonomi kian

suram tatkala perkembangan global

mengancam kondisi perekonomian

nasional secara bertubi. Sebagai bank

sentral, Bank Indonesia (BI) meng-

ingatkan dinamika yang terjadi di

dunia perlu diwaspadai mempenga-

ruhi perekonomian nasional. Baik

dalam jangka pendek maupun

menengah-panjang. Pemerintah perlu

mencermati ancaman stagflasi melan-

da hampir semua negara di dunia.

Perekonomian global mengalami

tekanan dahsyat berupa inflasi tinggi

dan resesi. Tekanan ini harus dire-

spons melalui kebijakan ekonomi

makro yang tepat. Jika salah langkah,

bisa semakin runyam. 

Respons kebijakan makro secara

strategis berupa kebijakan moneter di-

lakukan bank sentral di beberapa ne-

gara maju. Bank sentral di Amerika

Serikat (AS), Inggris, dan Eropa me-

nerapkan pengetatan kebijakan eko-

nomi agresif dengan menaikkan suku

bunga acuan. Agresifitas dalam

pengetatan kebijakan moneter seiring

dengan laju inflasi yang terjadi di keti-

ga wilayah tersebut. Misalnya, inflasi

di AS menyentuh angka 9% per tahun,

bahkan Inggris mencapai 11%.

Pola kebijakan di negara-negara

tersebut berbeda dengan Indonesia.

BI menilai pertumbuhan ekonomi

Indonesia sangat baik dengan Produk

Domestik Bruto (PDB) kuartal kedua

tahun 2022 mencapai 5,44% (year

over year/yoy). Angka ini mencer-

minkan kondisi fundamental kuat

didukung konsumsi, ekspor, dan in-

vestasi tumbuh mengesankan. 

BI giat mengidentifikasi seraya meng-

atasi faktor penyebab kenaikan inflasi.

Sehingga kebijakan yang ditetapkan

sangat beragam tanpa harus bertumpu

pada kenaikan suku bunga. Langkah ini

merupakan pilihan rasional mengingat

kondisi perekonomian nasional berbe-

da dengan negara lain. Mengingat fak-

tor penyebab inflasi terkait kenaikan

harga pangan tak lepas dari kebijakan

protektif berbagai negara. Tak sekadar

akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi pa-

ngan disebabkan kebijakan bertujuan

melindungi perekonomian dalam negeri

masing-masing negara.

Perkembangan terakhir menun-

jukkan kecenderungan penurunan

harga gandum dipicu kesepakatan an-

tara Perserikatan Bangsa-bangsa

(PBB), Ukraina, dan Rusia untuk

membuka tiga pelabuhan utama di

Ukraina. Meskipun penurunan harga

tersebut berlaku pada lingkup ter-

batas.  Persoalan kian serius, karena

negara lain memberlakukan larangan

ekspor produk pangan lain. Aljazair

misalnya, melarang ekspor minyak

sayur dan gula. Sementara Iran

melarang ekspor kentang, terong,

tomat, dan bawang. Daftar negara

kian panjang, termasuk Indonesia

melarang ekspor minyak kelapa sawit

dan turunan minyak inti sawit berlaku

hingga akhir 2022.

Pelarang ekspor tersebut mempe-

ngaruhi kelancaran supply tingkat

global. Sementara di sisi lain tingkat

permintaan produk pangan mening-

kat. Akibatnya fatal, yakni memicu ke-

naikan inflasi menekan kondisi ekono-

mi banyak negara di dunia. Tekanan

inflasi tinggi global menyasar pula ne-

gara-negara di kawasan Asia

Tenggara (ASEAN). Inflasi regional

merupakan kombinasi kenaikan harga

energi global, kenaikan harga pangan,

suplai atau pasokan terdisrupsi, serta

depresiasi nilai tukar. 

Ancaman global datang bertubi aki-

bat pertumbuhan ekonomi global

berisiko lebih rendah dari perhitungan

semula. Dana Moneter Internasional

(IMF) memperkirakan pertumbuhan

ekonomi dunia 2022 hanya mencapai

2,9% /tahunan. Negara maju tumbuh

2,5%/tahunan, sementara negara

berkembang 3,1%/tahunan. 

Pemerintah didukung segenap ele-

men bangsa bersatu-padu mengha-

dapi ancaman global bertubi. Sebagai

host Presidensi G20, pemerintah giat

membahas ancaman global bertujuan

agar kondisi perekonomian baik na-

sional maupun dunia lebih prospektif.

(Penulis adalah Guru Besar di

Departemen Administrasi Publik

FISIP Universitas Airlangga)-d
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"Untuk hasil (yang diinginkan), me-

mang kita belum dapat (karena belum

mencatat kemenangan), itu juga yang

menjadi konsen kami. Tapi timing-nya

(mengganti pelatih) harus kita pikirikan

juga. Jangan sampai kita blunder yang

membuat tim justru semakin terpuruk,"

bebernya.

Salah satu alasan yang diungkap-

kan Bima mengapa masih harus me-

nunggu timing tepat dalam mengambil

keputusan adalah terkait siapa sosok

yang akan mengganti Imran jika

nantinya benar-benar harus angkat

kaki dari PSIM. Dengan kondisi kom-

petisi level nasional yang sudah ber-

jalan, maka keberadaan pelatih yang

tersedia jelas sangat terbatas.

"Kami melihatnya pasti dengan

segala pertimbangan, apakah masih

lanjut atau tidak akan ada pertimbang-

an dari berbagai sisi. Kalau pun kita

keluarkan, siapa gantinya? Apalagi ke

depan kita harus masih harus meng-

hadapi beberapa pertandingan yang

cukup krusial. Kalau pun diganti, kuali-

fikasinya juga harus lebih baik, jangan

di bawahnya," tegas Bima.

Meski demikian, Bima menegaskan

bahwa dalam satu atau dua hari ini

manajemen akan segera mengeluar-

kan keputusan resmi terkait nasib

Imran di PSIM. "Satu atau dua hari ini

akan ada statmen ofisial apakah

coach Imran akan bertahan atau tidak,

kalaupun tetap bertahan, pasti akan

ada banyak catatannya. Kami

mengerti tuntutan suporter, kami pa-

hami dan kami mengerti," tegasnya.

Berkaca dari hasil laga kontra

PSCS, Bima sebenarnya sedikit mem-

berikan apresiasi pada penampilan

Sunni Hizbullah dan kawan-kawan di

babak pertama. Sayangnya, per-

mainan apik di babak pertama ke-

marin, gagal dipertahankan atau

bahkan ditingkatkan di babak kedua.

"Suporter kecewa kami juga sama-

sama kecewa, padahal kemarin di

babak pertama bagus, tapi babak ke-

dua turun. Kan sayang banget. Kalau

kita bisa pertahankan yang di babak

pertama, itu sudah mendekati apa

yang kita mau," tandasnya.         (Hit)-d

UNTUK TAHAN INFLASI

Presiden Perintahkan Daerah Gunakan APBD

Kedua, menuntut cabut izin usaha aplikator

yang tidak patuh regulasi. Ketiga, mereka me-

nuntut agar pemerataan tarif untuk seluruh ap-

likator dan seluruh pelayanan aplikasi yang

merujuk pada keputusan Kemenhub Nomor

KP 667 tanggal 7 September 2022.

"Keempat kami minta pemerintah memben-

tuk payung hukum untuk driver ojol. Terakhir

wujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh

driver online Indonesia," ungkapnya.

Salah satu peserta aksi, Nur Eka Jayanti me-

ngatakan kenaikan tarif dari aplikasi tidak sig-

nifikan dan tidak sebanding dengan harga

BBM untuk saat ini. "Harapannya pemerintah

mengkaji ulang kenaikan BBM dan kenaikan

tarif. Karena kenaikan tarif dibuat sebelum ada

kebijakan kenaikan BBM," jelasnya.

Selain para pengemudi ojol, demo menolak

kenaikan harga BBM di DPRD DIY juga di-

suarakan para mahasiswa yang hadir di waktu

yang berbeda. 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Gimmy

Rusdin menemui peserta aksi. Dia naik ke

mimbar dan berjanji akan segera menyam-

paikan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Pihaknya

juga akan mengupayakan kesejahteraan sosial

bagi seluruh driver ojol. 

"Dewan provinsi mendukung driver ojol di

DIY. Saya ketua Komisi C sangat peduli.

Karena masalah ojol wewenangnya pusat, ayo

suarakan bersama," kata Gimmy, diikuti teri-

akan para driver ojol yang hadir.

Menurut anggota Fraksi NasDem, PSI dan

PD, Muhammad Yazid, daripada pemerintah

memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Lebih baik, para driver ojol diperhatikan eksis-

tensinya di mata hukum. "Kita sama-sama me-

nuntut. Daripada diberi BLT lebih baik pemerin-

tah berikan kepastian hukum eksistensi ojol.

Ojol bukan hanya tulang punggung. Tetapi juga

dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Dari fraksi yang sama Stevanus C Handoko

juga turut membaur dan menyampaikan pen-

dapatnya di depan massa aksi. Dia berbicara

mengenai regulasi dan hubungan industrial an-

tara aplikator dengan mitra. "Teman-teman

belum mendengar. Ketika bicara mitra kerja

dan aplikator di situ ada celah yang tidak ada di

undang-undang. Aplikator dilindungi hukum,

para driver tidak," ujarnya.               (Awh/Bro)-d
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JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala

daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan

bakar minyak (BBM).


